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PEMKOT MATARAM BIDIK PENERIMAAN PAJAK REKLAME RP5,5 

MILIAR TAHUN INI 

 

 

 

https://www.lumajangtimes.com/ 

MATARAM, DDTCNews - Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat membidik target 

penerimaan pajak reklame sebesar Rp5,5 miliar atau sama seperti target tahun lalu sekitar 

5,59 miliar dengan sejumlah langkah strategis 

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan, BKD Kota Mataram Ahmad Amrin 

mengatakan potensi pajak reklame di Mataram sebenarnya masih sangat besar. Sayangnya, 

terdapat sejumlah pengusaha reklame yang kerap berbuat curang untuk menghindari pajak. 

"Potensi pajak reklame itu lebih besar, bisa mencapai Rp10 miliar per tahun. Ada satu 

konten itu nilainya miliaran," kata Amrin, Senin (20/01/2020). 

Amrin menjelaskan kebanyakan pengurusan izin reklame tidak disertai dengan kontrak. 

Dengan modus itu, pengusaha reklame bisa membawa bukti kuitansi yang nilainya lebih 

kecil dari nilai kontrak sebenarnya. Padahal, kuitansi itulah yang menjadi dasar 

penghitungan pajak untuk disetor pada daerah. 

Untuk mengantisipasi modus kecurangan itu, lanjut Amrin, pemerintah akan mewajibkan 

pengurusan izin reklame dilengkapi dengan kontrak. 

“Kami perkuat melalui Perwal, supaya tidak ada kesempatan wajib pajak menipu petugas,” 

kata dia. 

Amrin juga ingin meniru daerah lain yang memasang barcode pada setiap pemasangan 

konten reklame guna memudahkan petugas mengecek kewajiban pajak yang telah 
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dibayarkan setiap iklan. Pasalnya, iklan pada reklame bisa berubah dengan cepat, bahkan 

tidak sampai sebulan. 

Meski demikian, Mataram saat ini belum bisa menerapkan sistem barcode tersebut. 

Menurut Amrin, usaha Pemkot untuk sementara ini baru akan sebatas memperkuat 

pengawasan untuk mencegah kecurangan pengusaha dalam pembayaran pajak reklame. 

Melansir dari SuaraNTB.com, BKD Mataram juga terus menyisir kota untuk menyegel 

semua reklame yang menunggak pajak. Salah satunya adalah reklame bando jalan di Pasar 

Cakranegara. Reklame kitu tercatat menunggak pajak sejak 2018, dengan nilai lebih dari 

Rp164 juta. 

“Sudah kita lepas, karena pemiliknya melunasi tunggakan pajaknya,” kata Amrin. (RIG) 

Sumber : 

https://news.ddtc.co.id/,  Pemkot Mataram Bidik Penerimaan Pajak Reklame Rp5,5 Miliar 

Tahun Ini, 20 Januari 2020 

Catatan : 

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah , jenis Pajak adalah: 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. 

Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.  

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. 

Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang 

Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah, pengertiang Reklame dan Pajak Reklame adalah: 

1. Angka 26 menyatakan  Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame. 

2.  Angka 27 menyatakan pengertian Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah , Objek Pajak reklame meliputi: 

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

2. Reklame kain; 

3. Reklame melekat, stiker; 

4. Reklame selebaran; 

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

6. Reklame udara; 

7. Reklame apung; 

8. Reklame suara; 

9. Reklame film/slide; dan 

10. Reklame peragaan. 

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang Tidak termasuk sebagai objek Pajak 

Reklame adalah: 

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 

3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 
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4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan 

5. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah, Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan Reklame, sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau 

Badan yang menyelenggarakan Reklame.dan Dalam hal Reklame diselenggarakan 

sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah 

orang pribadi atau Badan tersebut, sedangkan dalam hal Reklame diselenggarakan 

melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai 

Sewa Reklame.dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai Sewa 

Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame dan dalam hal Reklame 

diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan 

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.adapunTarif Pajak Reklame 

ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui Peraturan 

Daerah. 

 


